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Abstract: Hukum adat merupakan salah satu sumber
hukum positif yang ada di Indonesia saat ini. Setiap
daerah di Indonesia memiliki hukum adat sendiri. Setiap
daerah juga memiliki identitas tersendiri yang mewakili
daerahnya. Namun perbedaan tersebut tidak menjadi
pemecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang
menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma
tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan
ciri-ciri dan tingkah laku karateristik yang mandiri.
Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karna
faktor perekonomian keluarganya yang rendah,
terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena
putus sekolah. Tujuan pengabdian ini dilakukan sebagai
sarana untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat
tentang peran hukum Adat sebagai bentuk upaya
mencegah dan meminimalisir serta menanggulangi
kejahatan atau tindak pidana Anak dibawah Umur.
Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari
adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep
yang sangat luas.sehingga perlu diketahui oleh
Masyarakat mempunyai peranan dalam membina Anak
dibawah umur. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini
dilakukan dengan mengerakkan Masyarakat untuk
melakukan upaya pencegahan kejahatan dan tindak
pidana diantaranya kejahatan kekerasan terhadap anak.
Kegiatan ini dilakukan 3 Tahap yaitu Fokus Grup
Discusion ( FGD ), sosialisasi kebijakan hukum kekerasan
pada anak dibawah umur dan kesepakatan dalam
komitmen bersama guna membina Masyarakat untuk
patuh pada Hukum Adat Hasil pengabdian ini
menghasilkan  kesepakatan untuk  menyelesaikan
permasalahan melalui musyawarah untuk menghasilkan
suatu Keputusan yang tidak bertentangan dengan
Hukum Adat Apabila dipandang perlu, penyidik juga
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dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli
pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau
petugas kemasyarakatan lainnya. Sementara untuk
kepentingan si anak sendiri, maka proses penyidikan
wajib dirahasiakan. mekanisme penyelesaian penerapan
diversi terhadap tindak pidana oleh anak dibawah umur
menggunakan mediasi atau musyawarah dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula
dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara
musyawarah ini tidak akan terealisasikan apabila tidak
ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana,
masyarakat atau keluarga dan penyidik

PENDAHULUAN

Masalah Manusia di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
terikat pada norma-norma yang telah disepakati baik pada tingkat nasional, regional maupun
lokal. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat dapat berupa norma agama, norma
kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh
setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa
kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.
Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara
ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-
norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup
dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana.

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri
dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan
tingkah laku karateristik yang mandiri. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah Anak
yang melakukan tindakan pidana. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang
bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha
Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Disisi
lainnya Anak sering dianggap sebagai mahluk lemah sehingga terkadang menjadi korban
kejahatan dengan kekerasan. Diantaranya perkosaan, penganiayaan dan pembunuhan.
Kejahatan adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan-penyimpangan perilaku yang
selalu menerjang norma-norma kehidupan yang ada dalam masyarakat. Penyelidikan
terhadap masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para kriminolog. Hal ini
menandakan bahwa masalah kejahatan merupakan masalah pokok sepanjang kehidupan
manusia.

Hukum adat dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum masih
mempunyai peranan sangat penting dalam kehidup[an sehari - hari, istilah hukum adat
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sangat jarang kita jumpai,dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut
istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu, Namun hukum adat
dapat memberikan suatu Solusi untguk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan yang
dianggap baik untuk kedua belah pihak terutama kepada Anak - Anak yang mengalami
tindak pidana maupun menjadi korban kekerasan tindak pidana.
Tahapan Pengabdian
Kegiatan pengabdian ini dilakukan beberapa Tahap Yaitu

Tahap I: Analisis situasi Awal

1. Melakukan Pertemuan dengan pemerintah setempat

2. Melakukan rapat terkait kasus tindak pidana pada Anak dibawah umur

3. Melakukan kesepakatan bekerjasama untuk penanganan secara hukum Adat

Gambar 1. Pertemuan Bersama pemerintah setempat

TAHAP II. Melakukan Rembuk desa Bersama Masyarakat setempat
Kegiatan ini dilakukan setelah mendapatkan ijin dari pemerintah setempat untuk membahas
terkait program kerja yang akan dilakukan:

- Melakukan pendataan jumlah anak dibawah umur

- Melakukan klasifikasi Kegiatan kepala Keluarga serta pola asuh pada anak

- Melakukan wawancara dengan tokoh Adat terkait penyelesaian masalah kasus

kriminalitas dan peran serta keamanan wilayah
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Gambar 2. Rembuk Desa
TAHAP III. Melakukan Penyuluhan tentang Peran Hukum Adat bagi Anak dibawah umur
Penyuluhan ini dilaksanakan di kantor desa dan didampingi oleh pihak Keamanan serta
pemerintah setempat. Adapun peserta yang hadir adalah tokoh Masyarakat, pemangku Adat
serta mahasiswa yang juga membantu menyiapkan kegiatan hingga berlangsung sampai
selesai.
Adapun Rundown Acara penyuluhan sebagai berikut:

1. Diawali dengan Pembukaan yang dibawakan Oleh MC

2. Sambutan:

- Kepala Desa

- Kepolisian

- Tokoh Adat

3. Penyuluhan dari Pemateri :

- Pemateri I : Peran hukum adat tindak pidana dibawah umur

- Pemateri Il : Peraturan dan Perundangan Hukum Adat di Masyarakat

- Pemateri Il : Keterlibatan Keluarga dalam pencegahan tindak pidana pada Anak

4. Diskusi atau Tanya jawab

5. Kesimpulan dari Moderator
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Gambar 3 . Bersama Masyarakat dan Mahasiswa melakukan Rembuk Desa

KESIMPULAN

Berdasarkan Kegiatan yang dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Peran serta pemerintah setempat sangat mendukung terlaksananya kegiatan
penyuluhan yang dilakukan

2. Antusias Masyarakat untuk mengikuti Penyuluhan ini sangat besar dibuktikan dengan
banyaknya pertanyaan - pertanyaan yang disampaikan pada saat kegiatan
berlangsung

3. Terciptanya suatu kesepekatan terkait Peran Hukum Adat dalam pencegahan tindak
pidana pada Anak dibawah umur dapat disetujui ditandai dengan Komitmen
kesepakatan bersama

4. Melakukan Pengawasan baik dari pihak Keluarga, Keamanan dan Masyarakat
setempat untuk melaporkan setiap aktifitas Anak yang dapat mengarah ketindak
susilaan atau pidana

5. Selalu berkoordinasi dengan pihak terkait baik dengan tokoh Masyarakat, tokoh adat,
Pihak keamanan atau kepolisian dalam Upaya menanggulangi dan meminimilasir
dampak yang timbul setelah Upaya damai, pembinaan, penyuluhan dilakukan
terutama dari fisik, mental dan perilaku yang menyimpang

SARAN
Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian yang telah dilakukan maka di sarankan:

a. pemerintah setempat beserta sektor lain dapat bekerjasama untuk melakukan
pembinaan dan Pengawasan Kepada Anak dibawah Umur agar tidak
melakukan penyimpangan Hukum

b. Pihak Keluarga Memberikan perhatian kepada keluarganya tentang
pendidikan Anak terkait perkembangan fisik dan Mental anak
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c. Kepada Pihak Keamanan untuk terus memberikan penyuluhan sadar hukum
dan akibatnya kejahatan pada Anak dibawah umur.
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